
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 
NOMOR 2 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH,  
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran II angka 
210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, menyatakan 
dalam “Pendelegasian Kewenangan 
mengatur tidak boleh adanya Delegasi 

Blangko”, maka Pasal 39 Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
bertentangan dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan kepentingan umum; 
 

b. bahwa berdasarkan Lampiran II angka 
163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, menyatakan 



 
 

bahwa penulisan kata “dapat” pada 
Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan dihapus; 
 

c. bahwa untuk menindaklanjuti 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
188.34-6441 Tahun 2016 tentang 
Pembatalan beberapa Ketentuan 
Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Izin Mendirikan Bangunan, maka 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan, perlu diubah dan 
disesuaikan; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Sungai 
Penuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 
tentang Perumahan dan Pemukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3461); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4247); 

 



 
 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3501); 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kota Sungai 
Penuh Di Provinsi Jambi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4871); 

 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



 
 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang   
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4532); 
 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Nomor 4578); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
2010 tentang  Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5161);  

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 



 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 

 

15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 
18); 

 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Sungai Penuh Nomor 16); 
    

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Peangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 
Nomor 10); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH 

 

dan 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH 



 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI 
PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI 
PENUH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai 
Penuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sungai 
Penuh Tahun 2011 Nomor 8), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 39 Ketentuan Penutup Bab XXIV 

dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi:  
 

Pasal 39 
 

Dihapus 
 
 
2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 40 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai 
Penuh.    
  



 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai 
Penuh. 
 
 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 17 Maret 2017 

   
WALIKOTA SUNGAI PENUH, 

 
ttd 

  
     ASAFRI JAYA BAKRI 

 
 
Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 17 Maret 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH, 
 

      

PUSRI AMSYI 

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 
NOMOR 2; 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, 
PROVINSI JAMBI: NOMOR 2, 2/2017; 
 


